Sapi Kurban dari Presiden untuk Rakyatnya:
Catatan atas Beberapa Respons

A. Pendahuluan: Duduk Perkara

1.

Ada statemen dari Wamensesneg yang menjelaskan bahwa
bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098
ekor sapi kurban. Sumber anggarannya dari APBN melalui
anggaran bantuan kemasyarakatan presiden.

Terjadi pro dan kontra mengenai kurban dari Presiden ini.
Banyak sudut pandang yang muncul di publik.

Ada pertanyaan ke saya, mengenai keabsahan kurban
Presiden yang membeli Sapi untuk dibagikan ke masyarakat
menggunakan Banpres?

B. Kondisi Faktual (Tahqiq al-Waqi‘) Bantuan

1.
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Alokasi anggaran menggunakan anggaran bantuan
kemasyarakatan presiden. Penggunaan bantuan
kemasyarakatan ini sudah diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kewenangan penggunaan anggarannya ada di Presiden,
dan diatur secara jelas mekanismenya.

Pendistribusiannya jelas, dengan akad antara pemberi
bantuan dengan penerima bantuan.

Sapi diberikan kepada masyarakat.

Distribusi sapi dilaksanakan pada momentum Idul Adha.
Karenanya, bantuan tersebut tidak masalah secara syar"i.
Dalam hal sapi yang dibeli Presiden melalui APBN diniatkan
sebagai kurban untuk masyarakat, secara fikih tidak
masalah, apalagi faktualnya sapi yang didistribusikan
tersebut merupakan bantuan masyarakat dari Presiden,
maka lebih tidak masalah. Bahkan itu menjadi salah satu
tugas dan kewenangan.



C. Jawaban saya:

1.

Secara syar'i, tidak menjadi masalah terkait dengan
pembelian sapi dari APBN oleh Presiden melalui Banpres.
Saya kira ini secara syar'i tidak ada soal. Bahkan
disunahkan bagi imam, dalam konteks Indonesia adalah
Presiden sebagai ulil amri, membeli hewan kurban melalui
Baitul Mal (kas negara) untuk didistribusikan kepada
masyarakat. Itu tidak bertentangan dengan aspek syariah.
Kurban dari negara untuk kepentingan masyarakat, dan itu
tidak ada soal secara syar'i.

. Dalam kajian fikih klasik, masalah ini juga sudah dibahas.

Ada beberapa literatur yang bisa dirujuk untuk menjadi
referensi atas hal ini, di antaranya: Imam Al-Khatib al-
Syirbint dalam al-Mughnr al-Muhtaj.

Secara teknis, Presiden memiliki pos bantuan
kemasyarakatan Presiden. Bisa juga dari Banpres tersebut
dirupakan sapi, kemudian dibagi ke masyarakat, dan
penerimanya bisa  menggunakan untuk  kurban.
Sebagaimana APBN Banpres atau Banmas Presiden yang
digunakan untuk beli sembako atau buku tulis, dan dibagi-
bagi ke masyarakat.

D. Respons Publik

Muncul beberapa pertanyaan berikutnya di publik, ada yang

memang meminta penjelasan, ada yang mempertanyakan, dan
ada yang melakukan pengingkaran. kita urai beberapa
pertanyaan yang muncul sebagai berikut:

1.

Apakah ada sandaran fikihnya?

2. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, hadis nomor berapa?
3.
4. Apakah kurban boleh diatasnamakan dan bukan dari harta

Apakah Presiden merupakan Ulil Amri?

sendiri?



5. Apakah sapi dari Presiden/Ulil Amri yang didistribusikan
kepada masyarakat dapat dihukumi sebagai kurban?

6. Apakah APBN sama dengan baitul mal?

7. Apakah zaman nabi sudah ada baitul mal?

8. Apakah layak APBN digunakan untuk satu agama saja?

9. Dan lain-lain.

Terhadap beberapa pertanyaan tersebut, bisa diberikan
penjelasan sebagai berikut, khususnya bagi yang benar-benar
bertanya untuk pengetahuan.

1. Apakah ada sandaran fikihnya?
Jawaban:

a. Dalam kajian fikih, ada beberapa penjelasan mengenai
kebolehan Imam (pemimpin negara) untuk berkurban dari
Baitul Mal untuk masyarakat. Di antaranya:

1) Imam al-SyarbinT dalam al-Mughni al-Muhtaj dengan
redaksinya:
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‘Disunnahkan bagi imam (pemimpin) untuk
berkurban dari baitul mal atas nama kaum Muslimin
dengan seekor unta di tempat shalat, dan hendaknya ia
sendiri yang menyembelihnya. Hal ini diriwayatkan oleh al-
Bukhari. Jika tidak memungkinkan berkurban dengan unta,
maka dengan seekor kambing sebagai bentuk mengikuti
sunnah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Mawardi dan
lainnya. Dan jika ia berkurban atas nama mereka dari
hartanya sendiri, maka ia boleh berkurban di mana saja ia
kehendaki.” (al-Mughnr al-Muhtaj, jilid 6, halaman 125)



2) Imam al-Syarwani dalam Hashiyat al-Sharwani ‘ala Tuhfat
al-Muhtgj, jilid 9, halaman 384 dengan redaksinya:
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“Disunnahkan bagi imam untuk berkurban dari baitul
mal atas nama kaum Muslimin dengan unta di tempat shalat
(‘musalla’), dan hendaknya ia sendiri yang menyembelihnya.
Hal ini diriwayatkan oleh al-Bukhari. Jika tidak
memungkinkan berkurban dengan unta, maka dengan
seekor kambing. Dan jika ia berkurban atas nama mereka
dari hartanya sendiri, maka ia boleh berkurban di mana saja
ia kehendaki.” (Hashiyat al-Sharwani ‘ala Tuhfat al-Muhtaj,
jilid 9, halaman 384).

3) Musthafa al-Khin et.al dalam Kitab al-Fighu al-Manhaji ‘Ala
Mazhab al-Imam al-Syafi’r:
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“Disunnahkan bagi penguasa kaum Muslimin atau imam
mereka untuk berkurban dari baitul mal atas nama kaum
Muslimin. Sebab Muslim meriwayatkan (no. 1967) bahwa
Rasulullah # berkurban dengan seekor domba, dan beliau
berkata ketika menyembelihnya: ‘Dengan nama Allah, ya
Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan
umat Muhammad.” (al-Fighu al-Manhaji ‘Ala Mazhab al-
Imam al-SyafiT, j. 1, halaman 236).
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4) Al-Sakhawt dalam kitab al-Ajwibah... yang menyatakan
pandangan Imam al-Mawardi sebagai berikut:
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“‘Al-Mawardrt berkata: Imam (pemimpin)
diperbolehkan berkurban atas nama kaum Muslimin dengan
seekor unta yang ia sembelih di tempat shalat setelah
selesai shalatnya. Minimal hewan yang disembelih adalah
seekor kambing, sebagai bentuk mengikuti Rasulullah .
Maka berdasarkan hal ini, sebagaimana dikatakan oleh al-
SubkT al-Kabir, imam dikecualikan dari larangan berkurban
atas nama orang lain.” (Kitab al-Ajwibah al-Mardiyyah fima
Su'ila al-Sakhawr ‘anhu min al-Ahadith al-Nabawiyyah, juz 2,
halaman 816.)

Penjelasan tentang pengecualian dalam terjemah:
Hukum asal kurban adalah untuk diri yang berkurban sendiri,
tidak untuk orang lain. Akan tetapi ada pengecualian bagi
Imam (pemimpin pemerintahan) dari larangan tersebut. la
boleh berkurban atas nama orang lain.

2. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, hadis nomor berapa?
Jawaban:

Sebelumnya perlu diperjelas bahwa pernyataan al-
Syirbini dalam al-Mughni al-Muhtaj dan al-Syarwani dalam
Hasyiah-nya di atas dapat dipahami maksudnya adalah bahwa

5



landasan fikih hukum tersebut adalah berupa suatu hadis yang
diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Riwayat imam al-Bukhart
yang relevan dengan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Hadis Sahih al-Bukhari, no. 1716:
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Artinya: “Muhammad ibn Kathir meriwayatkan kepada
kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibn Abrt
Najih mengabarkan kepadaku dari Mujahid, dari ‘Abd al-
Rahman ibn Abt Layla, dari ‘AlT radiyallahu ‘anhu, ia berkata:
Nabi ¥ mengutusku, lalu aku mengurus hewan-hewan kurban
beliau. Beliau memerintanhkanku untuk  membagikan
dagingnya, kemudian memerintahkanku untuk membagikan
kain penutupnya dan kulitnya. Sufyan berkata: ‘Abd al-Karim
juga meriwayatkan kepadaku dari Mujahid, dari ‘Abd al-
Rahman ibn Abt Layla, dari ‘All radiyallahu ‘anhu, ia berkata:
Nabi # memerintahkanku untuk mengurus hewan-hewan
kurban, dan tidak memberikan sedikit pun darinya sebagai
upah penyembelihan.”

Penjelasan:

Dalam Hadis ini, penyebutan hewan yang disembelih
(yang diperintahkan oleh Nabi kepada Ali ibn Abi Thalib RA.



adalah dengan bentuk jamak budn (¢~) dari kata badanah
().

Hadis Sahih al-Bukhari ini, jika dipahami dengan metode
Jam’u al-Riwayat (menggabungkan berbagai riwayat), maka
dapat dipahami bahwa hadis ini dijelaskan oleh hadis-hadis
lain, dalam hal jumlah hewan dan hal lainnya. Hadis yang
menjelaskannya adalah Hadis riwayat Abu Dawud lewat jalur
Mujahid, dan Hadis Sahih Muslim lewat jalur Jabir. Dari hadis
tersebut jelas bahwa jumlah hewannya adalah 100 ekor, dan
yang disembelih oleh Nabi sendiri adalah 63 ekor.
sebagaimana dinyatakan oleh Badr al-Din al-'‘AynT dalam
‘Umdat al-Qari Sharh Sahih al-Bukharr:
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“‘Dalam riwayat ini tidak disebutkan jumlah al-budn,
namun dalam riwayat ketiga disebutkan bahwa jumlahnya
seratus ekor. Dalam riwayat Abt Dawud melalui jalur Ibn Ishaq
dari Ibn Abt Najih dari Mujahid disebutkan bahwa Nabi =
menyembelih tiga puluh ekor, lalu memerintahkanku untuk
menyembelih sisanya. Yang lebih sahih adalah riwayat Muslim
dalam hadis panjang dari Jabir: ‘Kemudian Nabi £ menuju
tempat penyembelihan, lalu beliau menyembelih enam puluh
tiga ekor, kemudian beliau menyerahkan kepada ‘All, maka ‘Ali
menyembelih sisanya, dan beliau menjadikannya bagian dari



hadyu beliau.” Dari hadis ini diketahui bahwa jumlah al-budn
adalah seratus ekor, Nabi £ menyembelih enam puluh tiga
ekor, dan ‘All menyembelih sisanya.” (sebagaimana dinyatakan
oleh Badr al-Din al-'Ayn1 dalam ‘Umdat al-Qari Sharh Sahih al-
Bukhari, juz 10 halaman 53).

Sumber dananya dari mana?

Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, bahwa
dari seratus unta tersebut, sebanyak 63 dibawa oleh Nabi dari
Madinah. Sisanya, 37 ekor dibawa oleh Sayyidina Ali dari
Yaman (al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ibnu Hajjaj, Dar lhya’ a-
Turath al-‘Arabrt, 1392 H, juz 8 halaman 192). Dan penugasan
Ali ke Yaman tersebut adalah dalam rangka tugas
megumpulkan zakat dan khumus yang ditempatkan di Baitul
Mal. Karenanya, Imam al-SyirbinT (sebagaimana di atas)
menjelaskan kebolehan, bahkan hukum sunnah (wa yusannu)
bagi imam untuk berkurban dari baitul mal.

b. Sahth al-Bukhart No. 5555:
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin
Khalid, telah menceritakan kepada kami al-Layth, dari Yazid,
dari Abu al-Khayr, dari ‘Ugbah bin ‘Amir radiyallahu ‘anhu,
bahwa Nabi ¥ memberikan kepadanya beberapa kambing
untuk dibagikan kepada para sahabat sebagai hewan kurban.
Lalu tersisa seekor anak kambing (‘atid), maka ia
menyebutkannya kepada Nabi #. Beliau bersabda:
“Kurbankanlah itu olehmu.”

Penjelasan:



Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalant di dalam Fathu al-BarT (J.
10, halaman 15-16 menjelaskan tentang sumber dana
penyembelihan ini:
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Artinya: “Ada kemungkinan bahwa kambing-kambing itu
adalah milik Nabi # sendiri, lalu beliau memerintahkan untuk
membagikannya kepada para sahabat sebagai bentuk
pemberian sukarela. Ada pula kemungkinan bahwa kambing-
kambing itu berasal dari al-fay’. Pendapat ini cenderung diikuti
oleh (Abul ‘Abbas) al-Qurtubrt, yang berkata dalam penjelasan
hadis: “Seharusnya seorang imam membagikan hewan kurban
kepada orang-orang yang tidak mampu dari Baitul Mal kaum
Muslimin.” Sedangkan Ibn Battal berkata: “Jika beliau
membagikannya kepada orang-orang kaya, maka itu berasal
dari al-fay’. Namun jika beliau khususkan untuk orang-orang
fakir, maka itu termasuk dari zakat.” (Ibnu Hajar al-‘Asqgalant,
Fathu al-Bart, J. 10, halaman 15-16)

Selain Riwayat Imam al-Bukhari, ada beberapa hadis
Shahih yang relevan dengan inti masalah ini. Di antaranya
Hadis Riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, Kitab al-
Adhiyah, no. 1967:
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“Aisyah radiyallahu ‘anha meriwayatkan: Rasulullah %
memerintahkan agar dibawakan seekor domba jantan
bertanduk, yang kakinya, perutnya, dan matanya memiliki
warna hitam. Lalu domba itu dibawakan kepada beliau. Beliau
berkata kepadanya: ‘Wahai Aisyah, bawakan pisau.” Kemudian
beliau bersabda: ‘Asahlah pisau itu dengan batu.” Maka Aisyah
pun melakukannya. Setelah itu beliau mengambil pisau, lalu
mengambil domba tersebut, merebahkannya, kemudian
menyembelihnya. Beliau mengucapkan: ‘Dengan nama Allah.
Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan
umat Muhammad.’ Lalu beliau berkurban dengan domba itu.”

3. Apakah Presiden memenuhi syarat sebagai Ulil Amri?
Jawaban:

a. Ketika Indonesia ditetapkan sebagai Dar al-Mitsaq, di mana
negara tidak bertentangan dengan syariah, maka kedudukan
Presiden memenuhi syarat sebagai Ulil Amri. Ini secara fikih
juga sudah ditetapkan, semisal keputusan Muktamar NU ke-20
di Surabaya tahun 1954 yang menetapkan Presiden Sukarno
(waktu itu) sebagai waliyyul amri al-dlaruri bi al-syaukah. Teks
keputusannya sebagai berikut:

“277. Presiden Republik Indonesia Adalah Waliyul Amri
Dharruri bisy Syaukah

S. Sahkah atau tidak Keputusan Konferensi Alim Ulama
di Cipanas tahun 1954, bahwa Presiden RI (Ir. Soekarno) dan
alat-alat negara adalah waliyul amri dharuri bisy syaukah
(Penguasa  Pemerintahan  secara  dharurat  sebab
kekuasaannya)? (NU Cab. Blitar)

J. Betul, sudah sah keputusan tersebut.”
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(https://archive.org/details/pbnu-keputusan-muktamar-nu-20-
1954 )

Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954
yang dimaksud tersebut menyatakan:

“Presiden sebagai Kepala Negara, serta alat-alat Negara
sebagaimana dimaksud dalam UUD pasal 44, yakni Kabinet,
Parlemen, dan sebagainya, adalah Waliyyu’l-Amri Dardrt bi’s-
Syaukah”
(https://pcnupati.or.id/wp-content/uploads/2022/07/NU-dan-
Islam-di-Indonesia.pdf)

Jika Presiden RI tidak memenuhi syarat sebagai waliyyul
amr maka akan ada dampak pada masalah keagamaan lain,
seperti tidak sahnya wali nikah oleh negara (wali hakim).

. Keputusan ljtima Ulama Komis Fatwa Tahun 2012 tentang
Kriteria ketaatan kepada Ulil Amri, yang direpresentasikan oleh
para pemimpin negara dan pemerintahan, sebagai berikut:

“1. Kaidah fighiyyah menegaskan: hukm al-hakim ilzam
wa yarfa’u al-khilaf (keputusan pemerintah bersifat mengikat
dan menghilangkan kontroversi).

2. Kekuasaan adalah amanah yang diberikan Allah SWT
kepada pemerintah untuk memelihara agama dan mengatur
urusan dunia (hifz al-din wa siyasah al-dunya).

3. Kriteria ketaatan terhadap pemerintah adalah sebagai
berikut: a. kebijakan dan tindakan pemerintah tidak boleh
bertentangan dengan akidah dan syariah. b. kebijakan dan
tindakan yang dilakukannya adalah dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan umum dan sejalan dengan maqashid al-
syarr’ah. c. kebijakan pemerintah yang terkait dengan norma-
norma agama telah dimusyawarahkan dengan lembaga-
lembaga keagamaan yang berkompeten.

4. Kebijakan pemerintah yang selaras dengan ketentuan
agama dan kemaslahatan umum wajib ditaati. Sebaliknya,
kebijakan pemerintah yang menyelisihi syariah yang dilarang
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agama atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama, tidak
boleh ditaati.

5. Keputusan pemerintah dalam masalah-masalah
khilafiyyah yang menyangkut kepentingan publik demi
kemaslahatan umum, wajib ditaati. Dalam hal ini umat Islam
wajib meninggalkan egoisme kelompok (ananiyyah ta’ifiyyah)
demi persatuan dan kesatuan umat Islam.”
(https://fatwamui.com/storage/490/KRITERIA-KETAATAN-
KEPADA-ULIL-AMRI-(PEMERINTAH)-DAN-
BATASANNYA.pdf)

4. Apakah kurban diatasnamakan dan bukan dari harta
sendiri?

Jawaban:

Kurban dalam Islam hukum asalnya adalah individual,
dari harta sendiri dan atas nama sendiri. Tetapi kurban boleh
diatasnamakan dalam kondisi tertentu. Di antaranya ketika
kurban dilakukan oleh pemimpin sebagai ulil amri, maka
kurbannya boleh atas nama masyarakat. Boleh juga diambil
dari harta baitul mal, bukan uang pribadi. Sebagaimana
dinyatakan oleh al-SyirbinT dalam al-Mughnr al-Muhtaj:
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“Ketiga (dari yang dikecualikan dalam larangan
berkurban atas nama orang lain): Kurban imam
(pemimpin) atas nama kaum Muslimin dari baitul mal, yaitu
ketika baitul mal dalam keadaan lapang (memiliki
kecukupan harta). Maka hal itu diperbolehkan,
sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mawardi.” (al-
Mughni al-Muhté&j, jilid 6, halaman 137)
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Begitu juga Ibnu Hajar al-Haitam1 menyatakan:
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“‘Dan bagi imam, apabila ia berkurban atas nama kaum
Muslimin, disunnahkan baginya untuk menyembelih sendiri di
tempat shalat (‘musalld’) setelah selesai shalat, lalu
membiarkannya (daging kurban itu) untuk kaum Muslimin
sebagai bentuk mengikuti sunnah.” (Tuhfat al-Muhtaj karya Ibn
Hajar al-Haytami, jilid 9, halaman 384).

Al-Sakhawrt juga menyatakan:
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“...Maka berdasarkan hal ini, sebagaimana dikatakan
oleh al-Subki al-Kabir, imam dikecualikan dari larangan
berkurban atas nama orang lain.” (Kitab al-Ajwibah al-
Mardiyyah fima Su’ila al-Sakhawi ‘anhu min al-Ahadith al-
Nabawiyyah, juz 2, halaman 816.)

5. Apakah sapi dari Presiden/Ulil Amri yang didistribusikan
kepada masyarakat dapat dihukumi sebagai kurban?

Jawaban:
Bisa langsung sebagai kurban dari Presiden dengan
statusnya sebagai ulil amri, bisa juga sebagai kurban atas

nama penerima bantuan, setelah bantuan sapi diterima secara
sah dari Presiden.
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6. Apakah APBN sama dengan baitul mal?
Jawaban:

c. Kajian fikih siyasah itu bersifat dinamis, apalagi dalam hal-
hal yang bukan tauqifi. Sehingga dalam dunia modern saat
ini, baitul mal berbeda bentuk dari baitul mal dahulu.

d. Baitul mal juga meghimpun dana dari non-muslim, seperti
halnya jizyah. Distribusinya juga bisa dialokasi untuk muslim
dan non-muslim, sesuai jenis perolehannya.

e. Meski terdapat perbedaan antara APBN dan baitul
mal,sesuai ketentuan dan karakteristik masing-masing,
namun ada beberapa unsur yang menyamakannya. Meski
tidak sama persis, namun dengan beberapa unsur yang
sama—misal dalam hal otoritas dan kewenangan ulil amri
untuk mentasarufkan—maka bisa dipahami bahwa
ketentuan fikih yang membolehkan ulil amri membeli hewan
kurban dari baitul mal untuk masyarakat bisa dijadikan
sandaran dalam membolehkan presiden membeli hewan
kurban dari anggaran bantuan masyarakat APBN untuk
masyarakat.

f. Dengan demikian, dalam konteks ini, pengalokasian APBN
untuk kurban secara syar’i dan qanuni tidak ada masalah,
apalagi secara faktual, anggaran tersebut memang sudah
dialokasikan sehingga aturannya jelas, dan peruntukannya
jelas.

7. Apakah zaman Nabi sudah ada baitul mal?
Jawaban:

a. Di zaman Nabi sudah ada baitul mal.

b. Sumber pendapatannya pun beragam, ada dari zakat, dari
fai, khumus, jizyah dan sebagainya. Jizyah ini berasal dari
non-muslim. Jadi tidak benar kalau baitul maal itu hanya dari
dana umat Islam dan didistribusikan khusus untuk umat
Islam.
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8. Alokasi APBN untuk sapi kurban dianggap diskriminatif,
karena hanya untuk Umat Islam saja?

Jawaban:

Pandangan seperti ini bias phobia-Islam. Selama ini
kebijakan alokasi anggaran sanga memungkinkan bersifat
sektoral, tapi buka berarti dihadapkan secara diametral dengan
sektor lain. Contoh:

(i) alokasi berbasis daerah. Alokasi anggaran khusus
bagi Papua, Aceh, atau daerah tertentu yang membutuhkan
afirmasi bukan berarti mendiskriminasi daerah lain;

(i) alokasi berbasis bidang. Alokasi anggaran khusus
untuk pemasaran pariwisata, bukan berarti mendiskriminasi
sektor lain di luar pariwisata;

(iii) alokasi berbasis profesi. Alokasi anggaran khusus
bagi kepolisian, bukan berarti mendiskriminasi profesi yang
lain;

(iv) alokasi bidang pendidikan dengan penyebutan dalam
konstitusi minimal 20 persen, bukan berarti mendiskriminasi
bidang lain seperti bidang agama dan lain sebagainya.

Jadi, alokasi anggaran untuk kurban jika dianggap
sebagai diskriminasi, jelas tidak sesuai dengan logika
bernegara serta fakta yang terjadi, mengingat umat Islam
Indonesia adalah bagian terbesar dari masyarakat Indonesia,
dan negara memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan
penyelenggaraan negara, salah satunya adalah bidang
agama. Dan salah satu fungsi dalam anggaran negara adalah
fungsi agama.

9. Apakah boleh kurban tersebut diatasnamakan pribadi?
Jawaban:
Tidak boleh diatasnamakan dengan nama pribadi ulil amri
sementara sumber dananya dari kas negara untuk dirinya,

sebab kebolehan menggunakan kurban dari baitul mal melekat
pada tugas sebagai ulil amri.
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E. Penutup tentang sapi bantuan Presiden

1.

Dari sisi syariah, tidak ada masalah. Terlebih ada sandaran
hukum yang memungkinkan ulil amri membeli kurban untuk
masyarakat.

Dari sisi mengatasnamakan kurban, tidak semua kurban
harus atas nama sendiri dan tidak selalu harus memakai
uang pribadi. Dalam hal pemimpin (al-Hakim) terdapat
pengecualian khusus.

Dari sisi mekanisme penganggaran, tidak ada pelanggaran,
patuh pada mekanisme keuangan negara. Berasal dari
alokasi Banpres. Hal ini sama sebagaimana pemanfaatan
Banpres untuk beli sembako atau buku dan alat tulis
kemudian dibagikan ke masyarakat.

Dari sisi manfaatnya nyata, jelas untuk masyarakat,
khususnya masyarakat muslim.

Dari sisi momentumnya pas, kontekstual saat hari raya Idul
Adha.

Dari sisi hikmahnya jelas, turut men-syi’ar-kan ibadah
kurban di Idul Adha untuk kemaslahatan masyarakat.

Penjelasan ini bagian dari ikhtiar berbuat adil,

menyampaikan hal yang proporsional, meski kadang tak populis
karena dianggap membela penguasa. Tapi, sebaiknya tidak
semua kebijakan dinilai sekedar politis.

Wallahu A'lam

M. Asrorun Ni‘am Sholeh
Mina dan Masjidl Haram; 12 Dzulhijjah 1447 H
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